SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
guna menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Tengah
sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor 180/008545
tanggal 18 Agustus 2014, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Air Limbah, perlu ditinjau kembali dan
disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Air Limbah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I[I Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat
Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian
Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Permukiman (KSNP-SPALP);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota
Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi
Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun
2004 Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
S5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004
tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41);
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 39), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengujian kualitas air limbah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke
laboratorium yang telah terakreditasi dan
teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia.

(2) Hasil  pemeriksaan  kualitas Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sekali.
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(3) Dalam  hal tertentu, penyampaian  hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambat 2 (dua) kali 24 jam
setelah pemeriksaan.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan
permukiman (real estate)y, rumah makan,
perkantoran, dan perniagaan, berkewajiban :

a. melakukan pengolahan air limbah domestik
sehingga mutu air limbah yang dibuang ke
lingkungan tidak melampaui baku mutu air
limbah domestik yang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. membuat saluran pembuangan air limbah
domestik yang tertutup dan kedap air;

c. membuat bak kontrol untuk memudahkan
pengambilan contoh air limbah domestik; dan

d. memeriksa kadar kualitas air limbah domestik
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan permukiman
(real estate), rumah makan, perkantoran, dan
perniagaan yang berkewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. semua kawasan permukiman (real estate),
kawasan perkantoran, kawasan perniagaan,
dan apartemen;

b. rumah makan (restauran) yang luas
bangunannya lebih dari 1000 meter;

c. persegi; dan

d. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang
atau lebih.

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar
ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal
11 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 Pasal 27, Pasal 28
dan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
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(2) Setiap orang atau Badan yang melanggar
ketentuan Pasal 4, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 Peraturan
Daerah ini yang mengakibatkan terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup, diancam dengan pidana sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masuk ke Kas Negara.

4. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 25 Maret 2015

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd.
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 25 Maret 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd.
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015
NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan

- K

Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2015)
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH

UMUM
Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
juncto ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan juncto ketentuan Pasal 94 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, guna menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Tengah
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 180/008545 tanggal 18
Agustus 2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor
5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, perlu ditinjau kembali
dan disempurnakan.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan guna penyempurnaan
lebih lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Air Limbah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas.
Pasal 26

Cukup Jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 38

Cukup Jelas.
Pasal I

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 45

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2015)
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